
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
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Fungsional Peneliti 
.  

 

PERATURAN  

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan 

Fungsional Peneliti, perlu menetapkan Peraturan Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman 

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti; 

 

Mengingat  : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah         

NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 

Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedelapan  atas  

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

www.peraturan.go.id



2019, No.996 

 

-2- 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 322); 

2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga 

Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110     

Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 

Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11); 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224); 

4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia    

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); 

5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia      

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan 

Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1407); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN 

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti adalah jumlah 

dan komposisi jabatan fungsional peneliti yang 

diperlukan pada organisasi penelitan, pengembangan, 

dan/atau pengkajian untuk melaksanakan tugas dan 

fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator 

kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan.  

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

4. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melaksanakan penelitian, 

pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada organisasi penelitian, 

pengembangan, dan/atau pengkajian instansi 

pemerintah. 

5. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut 

Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, 

pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada organisasi penelitian, 

pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi 

Pemerintah. 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.996 

 

-4- 

6. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan melaksanakan proses 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS 

sesuai dengan ketentuan peraturan                

perundang-undangan. 

7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan 

manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 

daerah.  

9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan 

informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang 

fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran 

atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, 

dan penarikan kesimpulan ilmiah. 

10. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan 

kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah terbukti kebenaran dan 

keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

11. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau 

mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan 

implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan 

dan teknologi diterapkan. 

12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS.  

13. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus 

dicapai oleh Peneliti sebagai prasyarat menduduki 

setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti. 

14. Bidang Kepakaran adalah ruang lingkup keahlian, 

keterampilan, sikap, dan tindak seorang Peneliti yang 

mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggung 
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jawab, dan kompetensinya.  

15. Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau 

Pengkajian adalah organisasi yang melaksanakan 

kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau 

Pengkajian baik yang berdiri sendiri atau merupakan 

bagian dari organisasi lainnya, ditunjukkan dengan 

output pada penetapan kinerja.  

16. Unit Kerja Pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, 

dan/atau Pengkajian adalah bagian dari Organisasi 

Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian, 

ditunjukkan dengan output pada penetapan kinerja. 

17. Kelompok Kegiatan adalah unit nonstruktural terkecil 

yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, 

dan/atau Pengkajian dari Unit Kerja Pada Organisasi 

Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. 

18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti yang 

selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah instansi 

pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan 

terhadap Jabatan Fungsional Peneliti dalam hal ini 

dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI. 

 

Pasal 2 

Pedoman penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional 

Peneliti bertujuan untuk: 

a. menentukan jumlah dan komposisi Peneliti yang 

diperlukan sebagai acuan dasar rekrutmen Peneliti baru 

dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Peneliti; 

b. memetakan jumlah dan komposisi Peneliti                     

di lingkungan Organisasi Penelitian, Pengembangan, 

dan/atau Pengkajian untuk melihat kebutuhan Peneliti 

secara nasional; dan 

c. memberikan informasi kebutuhan Bidang Kepakaran 

secara nasional untuk sinkronisasi kebutuhan program 

pemerintah. 
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